
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOK3 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWUNOMOR 1 TAHUN 20IS TENTANC PEMBENTUKAN LAYANAN PENÜADAANBARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PmNGSE^

DENGAN RAHMATTUHAN VANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Mcnïmbang ; a, bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 1 Tahun2015 tentang Pembcntukan Layanan FengadaanBarang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Pringsewutelah diundangkan dan telah efektif dilak&anakan;
tr bahwa dengan telah diundangkannya PeratursnDaerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016bentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Pringsewu, terdapat perubahan pada

instansi yang berwenang menaugani pelaksau&anlayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, periumenctapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atasPeratnrnn Bupati Pringsewu Namor 1 Tahun 2015tentang Pembcntukan Layanan Pengadaan Barang/

Jasa Secara Elektronik Kabupaten Pringsewu;
Mengingat ; 1. UndangJTndang Nomor 28 Tahun 1999 lentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38b1);

2. UndangUiidang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Rdana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor J40,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeunngan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talillu 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenting
Inlormasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayaran Publik (ïjmnharan Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahaii Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Ptmerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

12. PcratuiEiii Peincriiilali Nomor 58 Tahun 2005 tonlang
Pengelnlaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengclolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);



14, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadami Barang/Jasa
Pemerintah;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tabun 2010 tenLang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah s^bagaimana
telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

17. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Baraug Milik
Daerah;

20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun
2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

21, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 05 Tahun
2012 tentang Unit Layanan Pengadaan:

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor D7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nannor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

24. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kcdudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan StaF Ahli
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2016 Nomor 42);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEK7R0NIK KABUPATEN
PRINGSEWU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Layanan
Fengadaan Barang/Jasa Secara Elektn>nik Kabupaten
Pringsewu (Beuta Daciah Kabupaten Pringsewu Tahun
2015 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
scbagai berikut

Pasal 2

(1) Bupati Pringsewu membentuk LPSE Pemerintah
Kabupaten Pringsewu yang bersifat Permanen,
melekat pada urüt yang sudah ada, yang
berkedudukmi di Bagian Bina Administrasi
Pcmbangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pringsewu.

(2) LPSE Pcnirrintah Kabupaten Pringsewu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1K
bertanggungjawab kepada Bupati dalam hal
penyelenggaraan LPSE dan bertanggungjawab
kepada SekreLaris Daerah Kabupaten Pringsewu
dalam hol pengelolaan dim penggunaan anggaran
APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Phsal 6 berbunyi
scbagai berikut:

Pasal 0

(1) Susunan organisasi LPSE terdiri dark
a. pembina;
b. kepala;
c, sekretariat;
ri . unit administrasi siatem elektrcmik;
e. unit registrasi dan verifikasi;
f. unit layanan dan dukungan; dan
g. staf/pelaksana sekretariat.

(2) Bagan struktur organisasi LPSE tercantam dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan int



3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala LPSE Pemerintah Kabupaten Pringscwu pads
Bagian Bina Administrasi Pembangunan Sekretanat
Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimanH dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1] huruf b, secara ex-officio dijabat
olch Kepala Dagitin Bina Administrasi Pcmbangunan
Sekretanat Daerah Kabupaten Pringsewu yang
mempunyai tugas memimpin LPSE dalam
melaksanakan tugas dan fungsi LPSE.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, setungga PasaJ 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Sekretariat LPSE Pfemerinbab Kabupaten
Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c, secara ex-officio dijabat oleh
Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara
Elektronik pada Bagian Bina Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pringsewu.

(2) Sekretariat LPSE Pemenntah Kabupaten
Pringsewu scbagairnana dimaksud pads ayat (1),
bertugas melaksanakan koordinasi,
ketatausahaan, pembinaan dan pengentinlian
terhadap program, kegiatan, administrasi dan
sumber daya dilingkungan LPSE.

(3} Dalam melaksanakan tugas sehagaimana
dimaksud pada ayat (2}, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan diHngkungan LPSE dan

lembaga terkait;
b. penyeienggaraan ketatausahaan dan

pengelolaan administrasi umum untuk
mendukung kelancaran pclaksanaan tugas dan
fungsi LPSE:

c pengelolaan sarana, prasarana dan number
daya;

ck pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
dan

e. pclaksanaan tugas lain yang dibcrikan uleh
keps1a LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.



5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Unit Administrasi Sistcm clcktronik mernpunyai
tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pads ayat (I)f unit admixiistra^i atatcm elektronik
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak,

perangkat keras dan jaringan;
b. penanganan pcrmasalahan teknis yang lerjadi

kmtnk menjamin kehandalan dan ketersediaan
layanan;

c. pemberian informasi kepada LKPP tentang
kendala teknis yang tetjadl di LPSE; dan

d. pelaksanaon instruksi deni LKPP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pnngsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 5 januari 2017
PENJABAT BUPATI PKINGSBWU,

dto

yuCa SETIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 4 Jainari
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEW U ,

dto

A. BUDIMAN PM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PR1NGSEWU TAHUN 2017 N0M0R 03

WAS

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATT PRINGSEWU
NOMOR : 07 2017
TANGGAL : 3 JMUoTi 201?

BAGAN STRUKTUR ORGAN!HAS!
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

PENJABAT BUPATÏ PRINQSfiWU,

dto

YMUA SETIAWAN

WAS

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,
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